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PERKARA NOMOR 30/PUU-XIX/2021

Tentang

Undang-Undang CiptaKerja

Moch. Ojat Sudrajat S.

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pengujian Konstitusionalitas Pasal 175 angka 6 Pasal 53
ayat (5) yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai
bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang
dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimanadimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden” UU 11/2020
terhadap UUD 1945

1.

2.

Mengabulkan  penarikan  kembali Permohonan
Pemohon;

Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XIX/2021
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor
6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan aquo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada Pemohon.

Selasa, 31 Agustus 2021

Pemohon adalah Moch. Ojat Sudrajat S, yang mengajukan permohonan
pengujian konstitutionalitas Pasal 175 angka 6 Pasal 53 ayat (5) yang menyatakan
“Ketentuan lebih lanjutmengenai bentuk penetapan KeKetetapan dan/atau Tindakan
yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Presiden” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja terhadap UUD 1945.

Bahwa terkait terhadap Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan
Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-
Undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.



BahwaMahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan
pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada Sidang Panel tersebut Pemohon menjelaskan
pokok-pokok permohonannya dan Panel Hakim memberikan nasihat berkenaan
dengan permohonan Pemohon.

BahwaMahkamah telah menerima suratdari Pemohon bertanggal 26 Juli 2021,
perihal Pencabutan Perkara a quo, yang diterima pada 27 Juli 2021.

Bahwa Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada
Pemohon dalam persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan
atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 3
Agustus 2021.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum
atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”.

Bahwa Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021
berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor
30/PUU-XIX/2021 beralasan menuruthukum dan permohonan Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo serta Memerintahkan Panitera Mahkamah
Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.



